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Sengaja judui ini dipihh bahasa pemmmn perunﬁamg—unﬁmgan]

mengmsaiskupjudulnnmemangmempunyal arfiyans lebih sempitdibandingkan

~ dengan bahasa hukum. Babasa peraturan pemndaﬁg-uadangan merupakan
~ sebagian butir dari bahasa hukum. Telah kita ketahui bersama bahwa butir -
butir bahasa hukum, antara lain meliputi, bahasa notaris, bahasa membuat
kon‘tza}: bahasa pralmk peradﬂan dan lain lain, Penormaan adalah bagian
terpen amg atau inti dari bahasa pera‘uran peﬂmdan g—undangan

o Bahasa @era‘uml Demndmg»undszxgam adalah termasulc bahasa Indonesia
yang tundule kepada kaldah ‘iata bahasa Indonesm ‘baik vang menyangkut
nembeniukan kate, penyusunan kalimat, maupin pengejaannya. Namun perlu
disepakati bahwa bahasa perundang-undangan tersebut sesungguhnya
mempunyai corak atau gaya yang khas yang bercirikan ke;amzhan pengertian,
Leiugasap kebaiman dan keserasian. :

Perancang peraturan perundang undangan adaiah orang yang tugas dan’
pekerjaannya merumuskan gagasan-gagasan dalam bentuk tulisan, baik gagasan
tersebut berasal dari dirinya maupun yang berasal daxi kebijakan-kebijakan
yang datangnya dari penyelenggara negara.

Perancang peratiran mempunyai tugas utama untuk berkomunikasi melalui
tulisan mengenai obyek yang akan dituangkannya dalam peraturan perundang-
undangan. Dengan kata lain, perancangan peraturan tersebut merupakan bentuk
kegiatan berkomposisi.

Untuk menghasilkan suaty komposisi atau tulisan yang baik dan teratur,
pada umumnya perancang harus menguasai beberapa dasar yang esensial, yaitu:

1. kemampuan menggunakan bahasa dengan baik dan benar;

2. memiliki kemampuan penalaran yang baik;

3. menguasal kemampuan analisis bidang ilimunya unuk memecahkan obyek
garapannya secara ilmiah;

4, menguasai metode-meiode dan teknik pengumpulan data; dan

5. menguasai kaidah kaidah komposisi.
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Perhatikan contoh di bawah ini dan kajilah sesuai dengan penguasaan ba%aam
Indonesia, dikaitkan d dengan uahasa pm :1’£umn ncnmémmupdmozm

' PE;{ATURAN bAE RAi-{
PROVINSISULAWESI TENGAH
- NOMOR’: 03 TAHUN 2000
TENTANG
- RETRIBUSI DAN FENARIKAN LEVY AND GRANT
ATAS 1ZIN PEMA?\?AATAN KAY

DENGAN Rfﬁ IMAT TUHAN YANG MAHAESA
GUBERNUR SULAWESI TENGAH '

~Menimbang < a. bahwa berdasarkan Undang-undanﬂ Otonomi Daerah, Urusan:.
: Kehutanan dan Perkebunar adalah wewenang Peme:mtai :

Provinsi, dimana daerah berhak untuk menggali potensi yang
ada d;dalamnya guna memnomt}\an Pendapatan Asli Daerah

. (pADY; |

. b. bahwa selama ini belum ada kontribusi secara langsung ke kas .
Daerah dar; penankan Levy and Grant atas Ijin Pemanfaatan
Kayu, B
c. bahwea berdasarkan butir a dan b diperlukan dana yang
pemungutannya diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah, =

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

6. - Levyand Grant adalah furan orang pribadi atan badan dengan cara menyisitikan
. keuntungan dari produksinya untuk selanjutnya disumbangkan guna
“mendukung dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan

pengembangan 1lmu Pengetahuan dan Teknologi.

BABII
NAMA OBJEK. DAN SUBJEK RETRIBUSIE

Pasal2

{I Dengan nama Retribusi dan Penarikan Levy and Grant atas Pemanfaatan Kayu
adalah iuran orang pribadi atau badan atas pemberian perizinan.
{2y Subyek retribusi adalah iuran orang pribadi atau badan vsaha dengan
memperoleh izin pemanfaatan kayu dan penarikan Levy and Grant dengan
cara menyisihkan sebagian keuntungan dari produksinya.
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© o banyakkekusangannya.

' Bahasa ?gré_r_t_:ré_u Pefﬁadang«mdaﬂg’anﬂan Pe_nefnigag': g _

- 2 TngaKeEaemmnBasar _ _ T R T I =
Gagasamgagasmyang d;tuangkandaiam pemmranpenméang undangan -
harus ‘dapat mencapai sasaran yang dungmkan Untuki rtu seuap perancang

hendaknya menyadan adanya tiga! ka‘eenamn dasarg yaim
1

apa yang disampaﬁ«:aﬁ daiam teﬂzsan 1tu ﬁd&k seias;u dapat dltemna sama :
~“atandengan baik oleh seuap orang Ada yaag memngkap hanya sedikit i
s dan apa yang disampaikan, dan ada yang sama sekali tidak mampu
i 'menenmismﬂ]sammﬁxdapulayangmmangkapmhsamtudenganmudah" '
-+ untuk dapat dimengerii, dan ada pula yang menganggap bahwaapayang - -
- dikemukakan it periu diperbaﬁﬂ atau d&sempumakan mmusmmya. karem s

2. makna yang akan dlsampaikan 1tu hezada dalam pﬁﬂran perancang N
L 'pe“a‘é:uran penmdang mmdangan bukan dalam kata atau simbol yang akan.
digunakannya, Bagaimana cermamya makna itu dialihkan kepada orang
lain terganfung pada keterampilan perancang unfuk memilih kata katanya,
" dansejauhmanz keaamlatan pembaca menvmiezpmmsﬂcan kaia kata ity
* Olehkarena itu, perancang harus melihat hal hal dibalik kata kata yang
 digunakan, dan juga harus mempermnbangkan kemampuzan kemunikasi
dari mereka yang menerima pesanmelalui mhsan rm, dalamhalﬁnpengguna_
peraturan perundang undangan.
3. komunikasi selalu tidak sempurna. Hal ini disebabkan oleh kenyataan
- bahwa katakata itu terbatas dan sangat kasar univk mewakili obyek atau
hal yang akan dikomunikasikan. Kata dapai dan boleh dalam suatu norma
" dapat menimbulkan persoalan hukum yang berkepanjangan. Arti kata dapat
menunjukkan adanya kewenangan yang melekat pada seseorang,
sedangkan kata boleh menunjukkan kewenangan yang tidak melekat pada
seseorang. Kata waiib dan harus kadangkala menimbulkan pula keraguan
karena keduanya menyatakan keharusan (gebod) namun berbeda
pengenaan sanksinyajika keharusan itu dilanggar. Kita berketatapan bahwa
kata wajib digunakan untuk menyatakan keharusan, dan kata harus
digunakan untuk pemenuhan persyaratan.
Komunikast juga tidak sempurna karena para komunikator sendiri memiliki
kemampuan yang berbeda beda untuk mengalihkan pikirannya. Ada
orang vang dengan mudah mengerti suafu kata yang diterima olehnya, namun
ada pula yang sebaliknya, Ada orang yang dengan mudah mengartikan
kata kata “kepentingan umum’”, “ketertiban umum”, “stabilitas nasional”,
“kerawanan’, “keadaan darurat”, “penvesuaian”. dan “keadilan™, dli.
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o Liha_t contohdibawahi:ﬁ:

_-._PasalZ Undaag—Undaﬁg Nomor 11 Tahun 1%0 i

| “Barangsiapa memberi atau menjanﬁkan sesuatul kepada seseorang dengan maksud B
- untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuate atau tidak berbuat sesuam?fg :

| dalam tugasuya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang |-

B *_m@nyangkut kepentingan umam, dipidana karena memberi suap dengan pidaﬁa'..

el openy ara saiamadamanya 5 *iaimn dan denda sebanya&c—hanyahlya Rp.15.000. 000 wep

3 Rasa Rahasa E’enmdmg umﬂangm - TS

P@rancang pemm perindang mdaﬁgan dmmmf: mﬂﬂ{ mampu me‘“mhh
kata kata yang tepat. Pemilihan kata oleh perancang peraturan bukan justu
um’uk mengaburkan pengeman kata itu sendiri atau dapat menimbulkan
mterpzeiam yang berbedabagi pengguna peramram sepem dalam penggamaan
kaia“kepenﬁngan wmum” di atas. :

Umuk dapat memilih kata-kata yanﬂ tepat, perancang peraturan
pemndang~undaagan harus menguasai dan memiliki kosa kata atau
p@r?o@ndaman kata dan ungkapan-ungkapan yang banyak. Tanpa kemampuan
menguasai i kosa kata dan ungkapan-ungkapan tersebut, bahasanya akan terasa
kaku dan tidak mempunyai rasa.

- Kita harus sepakat bahwa bunyi peratutan tiada lain adalah babasa yang
diterapkan untuk kewajiban dan ketertiban bermasyarakat dan bernegara, dan
bahasa yang ada dalam peraturan ini harus ditegakkan yang disertai dengan
sanksi-sanksinya. Sebelum Undang-Undang Nomor 5 Tahon 1974 disetujui,
timbul perbedaan pendapat yang panjang mengenai pencantuman kata “di”
pada judul “Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah” dalam pembahasan di
DPR. Apakah kata “di” perlu dicantumian atau tidak. Pada akhirnya, dengan
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, kata
“di” dihilangkan vatuk melekatkan kesan adanya “otonomi” daerah. Dengan
demikian, kata “di” sangat penting artinya karena kata tersebut menunjukkan
keotonomiannya. Undang-Undang Neomor 5 Tahun 1974 mengatir mengenai
pemerintahan vang ada di daerah, bukan mengatur pemerintah daerah. Ada
suatu rasa bahasa bahwa pemerintah daerah memang harus tunduk pada
pemerintah pusat atas abuan aturan yang dibeniuknya tersebut,

4, Pilihan Kats ataw Istilah

Di atas telah dikatakan bahwa perancang dalam membentuk peraturan
perundang-undangan harus mempunyai perbendaharaan kata kata
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B Bahasa Pefaturan Pemndang unciangan dan P{:n{}rmaan_ - _'

s :(vocabulaiy) yang barayak d1 sampm g menguasa;; ungkapan—-ungkapan dan_ :
o _'-penyusunan kalimat serta ejaannya ' _ T
i+ Dalam hal ada }{ata serapan (dari bahasa asmg), periu le‘mh berhat1~hat1_ -
R i antuk menempaﬂ{axmya karenakemunghnan satkatayang ! berasal dari bahasa. o

. asing tersebut mempunyai banyak pengertian jika diserap ke da1am bahasa' '
. findonesm Jika serapan tersebut sudah adakata padapannya yang berasal dari

o “‘bahasa Indonesm, sebaikuya digumkanbahasah‘fa sendir, Kata “malsimum?,

i _.nnsah]ya,yangsenna dlglma}{andalmnmenenm}{an S&nkSIpldana, seb aﬂmya
kan kata “paling”, Untuk maksimum pidana penjara, digunakan “dipidana
o -:p@njarapalmalma s Deﬂuklanpulaunmkkaia mmzmum” dzgtmakankataﬂ“-
e pahngsedﬂﬂt”"“ /. oW 5

“Di smnpmg kata serapam yang banyak ﬁmbui masa}ah adaiah penggunaan_
.kata-kah yang salah penempatannya dalam suatu kalimat norma. Kita sering
rancu dalam menggunakan kata-kata “kecuali”, “selain” dan “di samping”.
' Pembenmk peraturan p@nmdangundmgan kadang kadang menempatkan kata
“kecuali” dalam kalimat “pengandaian” yang sering dlungkapkan dengan ka‘ta—
kata jika®, “dalam hal”, “apabila”, atau “padasaat” '

Ada suatu peraturan yang menyatakan : “Kecuali menjalani hukuman,

“terpidanadiwajibkan ...”, kalimat normaini sebetulnya ingin raengatur mengenai

- kewajiban lain yang dibebankan kepada terpidana, bukan mengecualikan -

 kewajibannya. Seharusnya kalimat norma di atas berbunyi: “Selam mery jalani
hukuman ‘cerpldana diwajibkan .., - - : 5

" Pernahkitaj jumpai ipulaisi peraturan yang menyatakan “Kecuali dalam
hal putasan hakim ...”’ yang mungkin oleh pembentuk peraturan dimaksudkan
kalirmat norma tersebutmengandung makna “pengecualian”. Padahal jika dibaca
secara cermat, kalimat tersebut sesungguhnya mengandung “pengandaian”
karena menggunakan kata-kata “dalam hal”. Seharusnya pembentuk peraturan
langsung saja menyatakan “Dalam hal putusan hakim ..., maka ...”.

Jika pembentuk peraturan ingin menggunakan pengecualian dalam kalimat
norma, sebaiknya kata “kecuali” diterapatkan pada awal kalimat atas induk
kalimat. Kata kecuali, pada dasarnya merupakan penyimpangan dari prinsip
umuim atan norma vnmen, Contoh : “Kecuali pegawai negeri golongan IV, sehuruk
pegawai negeri harus hadir dalam mengiluti upacara bendera”.

Ada kemungkinan penempatan kata kecuali di belakang suatu kata
tertentu, jika yang akan dibatasi hanya kata yang bersanglastan, misalnya, “Yang

67




1. Vol. 1 No. 4—Demrzber2004

: 'dimaksud df:ngan anakbuahkapal adalah mua}.lm gm'umudz kokl kecuah.
- ';kok.xmagang, danpelaut ' : :

'-_-'3'_Kahma“€: n@rma peﬁgandazaﬂ : kadangkala memmbu}kan

o }’alrd “dﬁlaﬂlhﬂ}.”, “:flk n? “Elpﬁbﬂ cian“pada Sﬁﬂi” Penggmlaan]ems k.atﬁ.

- kondisi yamdmmaglan*{ezgadz ataupun tidai muzlgkmtﬂjadl Contoh: “Daiam'

o panganciman tersebut harus dipilaiy pﬂah sesuai éengam rasa babasa ya.ng
wdik '&azzdenganpmaiarmmya ; e

katn (frase) ‘dalam hal”dzgmkmanunﬁ& sam keadaan kemmz

“hal Presiden berhalangan tetap, maka ....”. Kata “jika” digunakan uniuk

o Lemunt,kman atan keadaan yang akan terjadl lebih dari sekali, contoh : “5 ﬂ{a

'ﬁ;}emsahaan it melanggarkewajiban yang dimaksudkan dalam Pasal .. bemmﬁ:

turut, ma}{a >, Frase “pada saat” digunakan intuk kemungkinan atau keadazm
yang pasti akan terjadi pada suatu saat pada masa yang akan datang, 1msa3nya,
“Pada saat seorang anak mencapai umr 18 tahun, maka ....”. Kata “apabila”
digunakan untuk pengandaian yang berhubungan dengan waktu, misalnya,
“Apabiladalam waktu tiga bulas, penggugai tidak mengajukan gugatannyake
pengadﬂan, maka...

“Perancang kadangkala cﬁbmgunz,kan pula oleh kata kumulatif dan alternatif
daiam kalimat norma, yaitu kata “dan” dan “atau”. Penggunaan dua kata ini
sering menimbulkan interpretasi jika dipraldildean di luar peraturan, dalam kata
lain, di dunia praktisi hukuni. Pembentuk undang-undang dahuly, terutama
KUHP, tidak memikirkan perbedaan kata-kata tersebut. Jika ada seseorang
yang dituduh korupsi dengan pidana penjara 10 tahun dan denda Rp. 500 juta,
bagi hakim vang akan memutuskan akan berpikir, apakah yang dimaksud
tersebut kumulatifatay alternatif. Apalagi sckarang ini dikenal dengan perumusan
keduanya vaitu alternatif dan kumulatif dengan menggunakan kata-kata “dan/
atau”.

Pesan teralchir, perancang peraturan perundang-undangan hamus secermat
mungkin untuk memilih kata kata atau ungkapan, secermat mungkin menyusun
kalimat norma, dan secermat mungkin menyesuaikan kalimat dan kata-kata
{ersebut sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jika hal
1 tidak dimiliki oleh perancang, dikhawatirkan perawran yang dihasillan dapat
menimbulkan kebingungan pemakai atau dapat menimbulkan interpretasi lain
sehingga pada akhirmya kepastian hukum yang diinginkan oleh pembentuk
perativan perundang-undangan tidak tercapai.
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" Bahasa Pemmran Pemmiang un{i&ngan dan i’enormaan

Pcmankan ke’tentuan e:h bawah ini, éﬂ{aztkan dengan dezms; Pasal 1 di atas :
danpenggﬁnaankaadah bahasa Ind@neszayang %::aikdan%mar S

SN : s ?a&mi 6

Penankan Levy and Grant selumhnya msnjadx bagian Pendapamn Baerah Provinsi
dan penggunaannya diatur secara proporsional untuk peningkatan Sumber Daya

: ~Manusia dan pengembangan: ;imu }?engetahuan daza Temologz pada mmasing-masing
R '.Daerah Ka‘i)upa@n&ata S e

BAB X
KETEN’IUAN PEDANA

{1} Wajib bayas/Refribusi yang tidak meiaksanakan kewajibannya sehingga
' merugikan kevangan Daerah diancam Pidana Kumngan paling lama 6 (enam)
" bulan atau' denda paling banyak 4 {empat) kali jumiah Retribusi temtang

& T indak pidana vang dimaksud pada ayat (1) adaiah pelanggaran B

5 K@glﬁian Bm‘k@mpesm

K&h ini bahasan f{erfokus mda kegatan beikomgaszsz dalam imgkungan
hagalmana membuat pemiman pemndang undangan yang baik. Salah satu syarat
uniuk m@nghasﬁkan suaiu komposisi atau tulisan yang baik dan teratur, antara
lain perancang harus memiliki kemampuan menggmm}gan bahasa dengan baik
dan b@nar dan m@mﬂﬂﬁ kemampuan penalaran yang baik.

Di bawah i, akan dibahas secara berurutan sesuai dengan susunan, benfuk
dan isi peraturan perundang-undangan tentang bagaimana membentuk peraturan
perundang-undangan vang baik yang isinya tunduk kepada kaidah taia bahasa
Indonesia, baik yang menyangkut pembeniukan kata, penyusunan kalimat,
maupun pengeg aannya, dengan memperhatikan hal-hal yang telah ditenitukan
dalam teknik penyusinan peraturan perundang-undangan. Pembahasan hanya
dibatasi pada pilihan kata atan diksi atau hal-hal lain yang ada kaitaniya dengan
penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

6. Judul Nama)

Telah kdta ketatnd bahwa setian peraturan perundang-imdangan mempunyai
judud atau nama. Mengenai istilah “judol® atan “nama” ini, masyarakat perundang-
undangan masih sering merasa bingung dan berbeda pandangan, apakah yang
tercaniiun pertamakali dan letaknya di kepala tersebut disebut judud atau nama.
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Vol Iﬁb'é'l}mmbarzw‘i e

D1 daiam Pedoman atau Tekmk Penyusunan Peraturan Pemdang

o _und.angag, telah dm:nnﬂqan%ahwamengm 1ENiS, NOMOY, tahﬂnmngmdangmz/

‘pepetapan, dan nama peraturan nerundanwundamam disebut ee‘%sagm ‘_mdui”

- Sedaagkan mensemal ‘nama” 1m. sendm hanya se’@agmnunsurdan Judui

mw&wmsmmm is ;;,
N@M@REZTAHUNE@% il

Kaéa. “?EME RINT Yy RAF” dxsebut sebagai nama dari
tmdang—undang vang dunaksud Nama ini pada dasarnya diambil dari diktum
penetapan dalam Pembukaan Peraturan Perundang-undangan, (setelah: ka‘i;a
“Menetapkan) (lihat contok di bawah).

Prof, Hamid Attamimi (Alm) pernsh menyatakan bahwa sebetainya dalam
penamaan itulah terjadi saat yang bersejarah dalam pembentulan peraturan
p@mdﬁng»undangan karena pada saatitu teiah ditetapkan Undang-uﬁdang
tentang Pemerintahan Daerah, Jadi, bukan © ‘judul” yang menentukan saat
bersejarah karena pacia dagernya judul hanya sebagai cara mamp&mudah
bahwa peraturan itu enisnya undang-imdang dan diberi nomor umit (pemberian
nomor oleh Sekretariat Kabinet) dan tabun pengundangannya uniuk dicatat
dalam lembaranresminegara.

Sebetulnya, yang membuat judul hanyalah orang-orang yang berada di
belakang pembentuk peraturan perundang-undangan dalam arti kata orang orang
yang bekerja di sekretariat dengan mengutip frase atau kata-kata setelah
“Menetapian”, hal ini untuk mempermudah pengadminisirasian belaka,

Lihat:
MEMUTUSKARN:
Menetapkan : UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
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: Bahasa Pcrazuraﬂ Pemadang urzdancaa dan Penormaan .

Buny;. Penetapan ini secara utam dﬂmﬁp dan dztempatkan daiam j adui |
- pemmran pem&ang—undangan dengaﬂ menambahkan ka‘é:a nemm‘ (umi
'peﬂgadmzmsﬁasmn) dantahunp@ngesahan. R ER T RIS

. Dalam mem%mat suatunama dalam judul pemiumn pemdang—undangaﬂ
' yang baik menunzt mdoman, p@mhﬂnmk perahym»pem&ang undanganharys

L m@nge@ahw secara . pasti dan rinci apa yang diatur dalars peraturan tersebut,

B . dax;mememn_kan isi p@raimn terse%)u‘i:

" Yang penting, nama peratizan pﬁﬂmdang-mdangan hams dibuat secara smgkai ' o

m,an io;ta serah}gam kepada pcmbenmk peramm apakah membuat nama_
E d’u}u baru kemudian dijabarkan gagasan-gagasannya melalui kemampuan -

o berkomp@sm yangn@nnafmf atalﬂcahmemabaﬂmlebih dulu gagasanterse?aut

kemudxan mencari nama yang pas untuk peraturan tersebut.

Pilihan kata yang sudah ditetapkan untuk nama, sebaik nya da‘tenmkan
ienis katanya dan imbuhannya. Seyogyanya, pambentuk peraturan memﬁ_m kata
yang sudah bakuyang sudah ditetapkan oleh instansi yang berwenang atau
suatu kata yang mencerminkan suatu proses atau perbuatan tertentu yang
biasanya menggunakan kata kerja dengan menambahkan awalan “pe” dan
akchiran “an” atan awalan “ke” dan akhiran “an”. Depariemen Perhubungan
sudah menerapkan penamasan seperti di atas dalan membentuk peraturan
perundang-undangan, misalnya, RPP tentang Kepelabuhanan, RPP tentang
Kebandarudaraan, Undang-undang tentang Perkeretapian, dil Departemnen
lain juga menerapkan hal separti i, misalnya, Departemen Energi dan Sumber
Daya Mineral yang mengajukan RUU dengan nama “Ketenagalistrikan®.
Lihat pula contoh Undang-undang tenfang Ketenaganukliran. Penamaan
tersebut tidak betlaku apabila nama suatu peraturan merupakan frasa (lebih
dari satu kata). _

Mengenai nama yang berasal dari delegasian peraturan yang lebih tinggi
atau sederajat yang pilihan kata atan frasenya tergantung dari bunyi delegasian,
hendaknya dikutip sesuai dengan bunyi delegasian,

Jika perintah atau delegasian peraturan tersebut namanya sangat panjang,
sebaiknya dibuatkan nama singkat (citeer titel) yang diterapatkan dalam
Ketentuan Penutup atau Pasal terakhir dari suatu peraturan jika peraturan
tersebut tidak dibuat pembagian bab-bab,

Citeer titel bukanlah persamaan ari yang dikutip sama panjangnya dengan
nama ashi . Contoh dalam Undang-nndang Peradilan Tata Usaha Negara adalah
conioh yang kurang benar, karena Peradilan Tata Usaha Negara disamakan
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; -VGF INo A Dﬁsember.ﬁi)&#

; _- dcngan PemdﬁanAdmunsﬁ’asz Negaraj padaba}. Peradilan Tata Usaha Negara
L sebagaa nama yang s sudali singkat, sedangkan Peradilan Administrasi N@gara
= adalah nama yang agak ndak smgkat dlbandmgkan ?@mﬁm e

. .:_'-Euduidabawahnntampalmyapeﬂudisusmiﬂang’ -

R PROWSISULAWESHENGAH
- NOMOR 03 mm 2@@0 '

RETREBUSI DAN PENARH(AN LEVYAND GRANT
4 ATAS IZKN PEMANFAATAN KAYU

7 Pemhuiman |

- Daiam pembukaan gaeraiman pemndangumdangan:, yang patut dmm:man
adaéah bagaimana menyusun pertimbangan atau konsiderans yang batk seh_mgga
secara politis peraturan yang dibentuk tersebut sudah mencenminkan adanya
konstatasi fakta, alasan atau urgensi dibeniuknya peraturan, dan adanya
keinginan atan keharusan bahwa perlu dibentuk suatu peraturan se‘bagal dasar
yundxs e AN :

Ketiga hal c‘h alasyang dzsusa.m dalam bentuk alinea harus dibuat secara
runtut dan mengalir berdasarkan kemarmpuan berkomposisi dari perancang
peraturan perundang-undangan ifu: sendisl. Ketajaman mengemukakan fakia
dan slasan dibentuknya peraturan serla tujuan yang hendak dicapai, adalab hai
vanz diperlukan dalam berkomposisi.

Pertintbangan karena mendasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 adalah
hal yang diharusken, namun penajaman fakta dan alasan sering menjadi agak
melebar jika Pancasila dan UUD dikemukakan dalam pertimbangan. Yang
penting adalah bahwa materi yang diatur (batang tubuhnya) tersebut harus
berjiwa Pancasila dan UUD 1945, Jangan sampai terjadi bahwa
pertimbangannya mendasarkan pada Pancasila dan UUD 1945, namun materi
pasal pasalnya bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945,

Pancasila sebagai bintang pemandu (istilah dari Prof, Dr. Hamid Attamimi,
S.H.) dan UUD 1945 sebagai dasar berpijaknya peraturan, sebaiknva
dijabarkan dalam Penjelasan Umuim peraturan, Penjabaran yang sistematis dan
pengkomposisian yang runtut, akan menghilangkan sifat yang melebar tersebut
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Bahasa Pcramran ?cmndang»wﬁaugm dan Pemrmaan :

: kaz‘ena semua 1de da.n daqa: a}{an tertampung dengan sendmnya dalam L

o ipema’baxmmya. Tenm akaﬁher‘b@da Jﬂcabmtangpemandu dari maimantersebm [
- divraikan di tempat pertnnbangan (konsﬁerans) yang teﬂ)atas dan smgkat, B
dlbandmgkan ditempatkan dalam Penjelasan Umum yang 3 secara teom:is dan

: 1deolegxs mud;ah dmrazkan, daiam arti t@mran namun tsrhatas

' Pasal Ketanma;n Umum

Yang periu dxso:s:oh dalam bai) ini adaiah bahwa dalam membuat suatu
deﬁmsn atau batasan pengeman yang baik harus mendasarkan pada teknik
peraman pemdang-undangan dan bahasa Indonesxa yang balk dan benar.

- Secaraumum, definisi dibagi menjadi dua bagian, yaitu definisi nominai

(suatu persamaan ka‘é:a yang ‘éepat dlgunakan) dan definisi f@rmai (definisi

logls atau nel)

Beﬁmsa mmma& digmakan untuk hal hal yang sifatnya praktis dengan
mjuan mempermudah pemahaman. Ada beberapa macam definisi nominal,
misalnya, sinonim atau persamaan makna, definisi kamus atau pemnjukan
Klas terhadap suatu benda atau barang, etimologi kata atau penggunaan kata
asing yang memerlukan penjelasan yang tepat dan persis dalam bahasa
Indonesia, stipuiatifatan suatu batasan kata yang tidak ditafsirkan lain (misalnya
Menteri adalah Menteri K chakiman dan Hak Asasi Manusia), dan antonim
atau penyangkalan (misalnya orang mati adalah orang yang tidak hidup).

- Khususuntuk etimologi kata, kita haris mengartikan suatu kaia asing sesuai
dengan asal kata asingnya. Pengertian “yurisdiksi” misainya, yang terdiri dari
juris (fus) = huloum dan diksi (dicere) = berkata, dapat diartikan erang tidak
boleh bicara di sini melainkan di tempat lain, yang mengandung maksud lingkup
kuasa pengadilan, atau lingkungan hak dan kewajiban serta tanggung jawab di
suatu wilayah, atau linglungan kerja tertentn,

Definisi formal yang juga disebut sebagai definisi logis atau ilmiah yang
sebagian besar digunakan dalam membuat batasan atau pengertian dalam
peraturan perundang-undangan, dalam pembuatannya perlu memperhatikan
syarat syarat di bawah ini :

73

e -bagias bsesar pmwanpenmdangundanganmembenkantempaipada
maten yang diatur untuk Bab/Pasal yang mengatur tentang batasan dari
o "pengeman, smgka‘tan atau akromm, atauhalhal lainyang bersifat umum yang B

o dzganakan dalam pemmran Bab ataun pasal ya_ng mengatur zm dasebut Bab/ N




E) " o i
e -'_Deﬁmsz yang dxbu,at ha_ms dapam dm_]x meiaim konv&r%ﬁﬁas atau dapa*i“;

il tfa 1No. 4-Desember2004 . .

Ekmvaien

carken satu sama lain antara yang didefinisikan (a’eﬁmendm) dan

. ya:ag mendeﬁm&k&n {deﬁmens) A=BdanB= A. Fika Adan B dapat

B dibulkiikan sama dan dapat dzpertakarkan maka ini merupakan definisi

'ya.ng baik, Jikatidak dapat dipertukarkan, maka definisi tersebut hanya

- merupakan pernyataan. Contoh : Nenas adalah buah yang rasanya asam.-

Paraldl

- Jika dibalik ata dipertukerkan, maka berbunyi: Bush yang rasanya asam
= ;'_a,daiah nenas. Apakah secaralogika definisi ini %ﬁtul‘? 51%{& tldak _.maka_ -
et i S | =

Dalam mem’buat suam defm.sa %undarkan adanya penggunaan ka‘ia. ka:?ca.
dalam definiens, misalnya kata atau frasa: jika, apabila, kalan, Jzkala.u, di

 mang, unink apa, kepada siapa, dil. karena definiens dapat mengandung

3

4
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) syarat atan pengandaian yang da;aa%: menimbulkan ketidakpastian deﬁms1,
yang pada akhimya daya‘i: mempeagaruin kepashan hukum, '

Pengulangsn Kata Definions

Hindari adanya pengulangan kata yahg samayang ada dalam deﬁmendum
Misalnya, T Hukurm, kata “flrm” dan “hulom’ hars didefinisikan sebagai

. “Pengetahuan mengenai norma-norma yang mengatir tingkah laku yang
disusun berdasarkan sistimatika yang teratur™. Jadi bukan “Hmn yang
- mempelajan tentang hulum”

Definisi “sosiologi”, misalnya, kurang baik jika logi tidak dldeﬁmska atau
kadang-kadang logi dipadankan dengan kata “ilmu”. Jadi logi atau 3imu
harus pula didefinisikan,

Negatif

Hindari adanya definiens yang negafif, dalam arti menggimalan kata seperti:
bukan, tidak, non, dslb., kecuali terhadap kias-klas yang mempunyai sifat
dekotomi atau yang disangkal ciri deferensialnya dan bukan anggotanya.

Kurang benar jika kita mengatakan bahwa “Manusia adalah bukan
binatang”. Bandingkan jika ada definisi yang menyatakan bahwa “Yatim
Piam adalah seorang anak yang idak mempunyai ayah dan ibu”. Contoh
terakhir ini salah satu pengecualian penyangkalan ciri deferensiainya dan
hal ini tidak bisa dihindari untuk tidak menggunakan kata negatif,

Sebagai pedoman yang terpenting dalam pembentukan definisi adalab
bahwa dalam mendefinisikan suati kata vang akan dibatasi, hindari adanva
definisi vang beriejal atau definisi vang di dalamnya mengandung normoa.




o .'Bahasa'.Pe'rém'r.ari'?éfﬁuﬁciaﬂ.g':ﬁmiéﬁééﬁdm"Péﬁéf}naa.ﬁi;. ke

| Contoh's - Bus gdalah kendaman umum yang mempunyaz pai zng sedzkzz S
SR Lenam roda dan: dalam kendaman harus disediakan oleh--'-.-'-. :
'_=_5mmserz ai pembuaz Jendaracm bus Sebanyak dua pufz{h:

" 'm,z:raf z‘empar duduk z‘ermasuk tempaz duduk pengemz:dz '

Kata “hﬁ%ﬁs yang dftu;; ukan kepada ks:osen di atas adalah Suatunorma. o
“Jadi 311—& ada struhan kepada sess@raﬂg atau Wﬁga, maka suruban tersebut

' Vhams dﬂ:uangkan da‘iam ma‘zen yzmw éz&mr ’imi{an d1 dalam batasan
:pmgemanatauaeﬁm& ' _ B e

: Men‘ieri adalah Manterx Kehakmzan dan Hak Asasx Mﬁnusxa
Gubernur adalah Gubernur Lampung. . o -
Dmas Kehutanan adaiah Dmas Kehutanan Provmsx Lampung

St ;\)»«a E .

R _Mente 1 adalah menter; yang tugas dan: tanggung _;awabnya dl bldaﬂ“ 1Mpor -
o dan eksper y :
2. Menteri adaiah memerz yang ﬁ‘"cas dan tanggﬂng _;awabnya ch b1dang
o pennciusman '

9 Pemrmaan

Membuat suatu 1orma, pada dasamya merupakan pekerj aan
bsrkompos:sz namun herkomposzsi dengan memfokuskan pada kalimat yang
menganduna suatu Jarangan, suruhan, kebolehan, diskiesi, dan pengecualian
bertindak bagi masyarakat, g oionﬂan tertentu, atau perorangan, atau
menmptakan suatu kewenangam baru. atau menghapuskan kewenangan yang
Suciah ada

Nema adalah suatu ukuran yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam
hubu;ag:mya dengan sesamanya ataupun dengan lingkungannya. Ada yang
mengartilan sebagal snatu ukuran atau patokan bagi seseorang dalam bertindak
atan bertingkah laku dalam masyarakat.

Jadi, inti norma adalah segala aturan yang harus dipatuhi. Norma baru
terbentul, apabila terdapat lebih dari satu orang karena norma itu pada dasamya
mengatur tata cara bertingkah laku seseorang terhadap orang lain dan
linglungannya. Norma mengandung suruhan, perintah, larangan, dan keharusan.

Norma dapat dibentuk secara tertulis atau dapat terbentuk karena
kebiasaan (taktertulis). Norma tertulis dibentuk oleh pejabat yang berwenang,
sedangkan norma taktertulis terbentuk oleh adat, moral, dan agama yang
berkembang dar kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam masyarakat.
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- Dalam kehldupan masyarakat terdapat berbagai macam norma yang
secaia; langsung ataw taklangsung mempengaruhi tata cara bertingkah laku atau
berisndak Norma yang mempengarahi kehidupan kita sehari-hari adalah norma
_ adat agama, dan moral. Sedangkan norma yang berasal dari hukum negara
. ‘mempunyai pengamh yang dzpaksakan dan harus dxpatuh}. oleh S@Iumh

| "-__masyaraka%:.

- Ada dua sistem nonna
1. nporma statis; .
2. normadmamxs

~ Norma statls adaiah isi norma yang dapat chtank dari nerma khusus ke
norma umum, begitu sebaliknya. Penarikan dari norma unmum ke norma khusus
dapat dirinci sesuai dengan kaitannya, sedangkan rincian norma khusus dapat
ditarik dalam bentuk norma umum, misalnya, norma umum “setiap anak wajib
menghormati orang ta”, makanormiatersehut dapat ditarik menjadi “anak wajib
membantu orang tua”; anak wajib merawat orang tua jika mereka sakit”, dll.”

Norma dinamis adalah berlakunya norma atau cara pembentukan-/
penghapusan norma, Peraturan perundang-undangan merupakan norma dinamis
karena norma tersebut dibeniuk dan kemungkinan dicabut dan kemudian
dibentuk Jagi tergantung dari kewenangan lembaga yang membentuk atau
mencabutnya. Peraturan perundang-undangan yang dibuat dan yang
membuzatnya bisa berjenjang sesuai dengan otoritas masing-masing dan norma
yang lebih rendah mendasarkan pada norma yang lebih tinggi secara berjenjang.

Dinarmika norma dapat dibedakan menjadi dinamika norma vertikal dan
dinamika norma horizontal. Dinamika norma vertikal adalah dinamika yang
berjenjang dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas, dalam arti bahwa
norma hukum yang berada di bawahnya mendasarkan pada norma hukum di
atasnya. Norma hukum yang horizontal adalah norma hukum yang bergerak
ke samping, dalam arti bahwa suatu norma tertentu dapat diartikan sempit dan
dapat diartikan luas sesuai dengan kebuituhan hukum masyarakat, misalnya,
arti benda dalam KUHP.

0.2, Noerma Hukum MNegara dan Norma Lainnya

MNorma hukum negara dan norma lain {norma adat atan agame) mempunyai
persamaan yakni merupakan pedoman bertingkah laku dan keduanya berlalu
secara berienjang (norma vertikal}.
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Bahasa Peraturan Pemmiang—um:iangan dan Penormaan

Perbedaan kedua norma tersebut adaiah

" NormaHukumNegara - NonnaAdat/Agama :

L berszfat heteronom vakni norma | 1. _ber51fat omnom ~yakni normaj -
'-hukum datangnya dan luar chrz kita'] - tersebut dai'angnya dau dalam kita
“i v yang dibuat oleh fiegara 0T --'-”sendm A :

| 2 dapat dikenakan sanksi balk sanksi | 2. '-i_-ndaic dapat dlkenakaﬂ sanks;
G pidana INAUpUN < ‘sanksi’ admmxstratif i RS :

,:‘J

;'Sanksz pldana ;dilaksana};an 01611" 3. ':sanks: dari- diri }cri‘a sendirl dengan’f i
.~ aparat penegak hukum 7 [ perasaan dosa :

9.3. Norma Umum atam Abstmk dan Nerma Terteﬂtu
Jika kita melihat norma dari segi alamat atan adresat yang dimju atau
untuk siapa norma tersebut ditujukan, maka noﬁ'_na_ c}apa_.t dlbcc_iakan -

1. normaumum/abstrak; da,n
Z. normaiertenta.

Norma umun/absirak adalah norma yang mmjukan untuk orang banyak
atau semua Orang warga negara dan tidak tertentn, Norma ini adalah norma
yang ditentukan secara tidak terbatas unsur-unsurnya atas tingkah laku
seseorang, misalnya, memburuh atau menganiaya. Tidak disebutkan siapa yang
dibunuh atau yang membunuhnya. '

Contoh Setiap orang yang menganiaya orang Iazn

- Norma terfenin adalah norma yang ditujukan kepada status orang, profesi
tertenm, atau ba.nyak orang yang telah tertentu.

Contoh : “Se‘aap pengemuda bus kota ] jurusan Blok Mwajib .... “. “Setiap
dolcter wajib ..

9.4, Norma Sekali Berlaku dan Norma Seterusnya

Dari segi daya laku, norma dibedakan menjadi norma berlaku sekali dan
selesal yakni norma yang berlakunya hanya satu kali saja dan setelah itu selesai,
dan norma yang berlaku terus menerus yakni norma yang berlakunya terus
menerus dan tidak terbatas, kecuali jika dicabut dengan peraturan baru yang
sejajar atau lebih tinggi.

Norma yang berlaku hanya satu kali saja dan setelah itu selesai adalah
norma penetapan atau norma yang menyatakan pencabutan atau perubahan
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: WW BDOMESE g'm fNe'#'DésemberEﬂﬂ#“' &

- atas peratman penmdang-undangan lam Bandmgkan undang—undang APBN;.
_yang setiap tahun dltetapkan dan setlap tahun pula tercabut dengan undang— _
' "_undang APBN yang bam ' . _ .

8 5 Norma ’E‘unggai dan Nemm Berpasangan

Nozma “"unggal adaiah norma yang berdini sendm dan 1smya hanya
' merupakan suatu suruhan (das Sollen), sedang}mn norma berpasangan adalah

- 'nonnahukumyang berisi tata cara penanggulangannya apabila suatu norma

B tunggal tidak dipenuhi. Norma berpasangan ini biasanya menga.ndung Sa,nks1
'_sebagm pasangan ncmnatunggai daiam rangkapenegakan hukmn &

9 6 Aturan Hukum dan N@ma Huk‘um (daiam pemtwran)
Ada 4 masalah terkait dengan norma hukum yakm

i. annanhukmndannonnahulﬂﬂn
2. normahukum sebagai perintab;
3. jenisnomaahukum;
a. normahukum sebagai norma perilaku;
b. . norma hulkum sebagai meta norma;
 ¢. nomamandiri dannormaﬁda.kmandm
4, pemmusannonnahukum dalam aturan hukum

Ad. 1.

Aturan hukum pada dasarnya suatu bentuk pernyataan (uztspraak)
Aturan hukum mengacu pada istilah norma hukum (rechisnorm), sedangkan
norma hukum mengacu pada proposisi suatu aturan hukum karena arti dari
suatu kalimat atan pernyataan adalah sama dengan proposisi dari kalimat atau
pemyataan tersebut. (Proposisi = rancangan usulan; ungkapan yang dapat
dipercaya, disangsikan, disangkal atau dibuktikan benar tidaknya =
diambil dari KBBI). Norma hukum mempunyai arti sebagai satuan bahasa
yang lebih fuas yakni aturan hukum.

Isi pengertian/intensi (begripsinhoud) dan lingkup pengertian/ekstensi
(begripsomvang) dapat disusun dalam suatu norma hukum. Isi norma
{norminhoud) adalah keseluruhan ciri tnsur-unsur yang mewujudkan norma
itu. Lingkup norma (normomvang) adalah wilayah penerapan
{(foepassingsgebied) norma yang bersangkutan. Arti suatu aturan hukum harus
ditautkan dengan isi normanya. Dari instensi dan ekstensi di atas, terdapat 2
dakil, yakmni:
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Bahasa Peraturan Pemm:lang undangan dan Pe:;urmaan o

e :“ISINORMAMENENYUKAN WILAYAHPENERAPAN®
~ IS1 NORMA BERBANDING TERBALIK DENGAN WELAYAH

_ dl_ai‘as menyaﬁakan bahwa semakm sed.lklt isi nontna hukum memuat : = o

: : .5.¢m~cm maka wilayah penerapannya semakm besar, Sebahknya, semakm o :

o f._banyak 151’110:1113 hukum mermuat ¢irl-ciri, maka wilayah penerapannya semakin

- atau resmﬂct].f dengan cara menguran gi atan menambah cm—cm)

~ootnda o | ‘NormaHukum
yang berarti ] Wilayah Penerapan i

" Dari skema di atas, dapat diambil contoh tentang norma hukum yang
telah kita kenal dalam KUHP, misalnya delik biasa dan delik pemberatan -
(pencurian biasa dan pencurian pada malam hari atau pencurian disertai dengan
kekerasan). Contoh di atas juga berlaku bagi aturan hukum yang tidak tertulis
(sebagai aturan vang belum ditetapkan atau dipositifkan oleh pejabat yang
berwenang). Mengenai aturan hukum yang tidak tertulis ini diperdebatkan
apakah sebagai hukum positif atau tidak. Hal ini termasuk juga dipersoalkan
mengenai putusan hakim yang tidak mendasarkan pada hukum positif.

Ad. 2

Prototipe (model awal sebagai conteh) norma hukum adalah “perintah”
bagi setiap orang (wmum) sebagai dasar penguat bagi pemerintah (penguasa)
untuk menegakkan hukum. Jangkanan perintah untuk setiap orang (urnumy harus
dipenuhi bagi norma hukum.

Jika norma hukum sebagai perintah, maka adanya norma hukum itu harus
terfulis karena terkait dengan seseorang yang memberi perintah dan yang diberi
perintah. Norma hulom tidak tertulis tidak ada yang memberi perintah. Di
samping itu, periniah berkaitan dengan yang dialamatkan dan yang
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L ST armahukmn dzgar}mngkanpada pembentukperammn
e apakah akan memuat banyak ciri-cirj atau tidak. Jika hakim dalam penerapan

- :nonnahl.ﬂ{umya memperiuas isi, makayang berubah 1tu isinya,t bukanatuian

- hulumnya, Yang terakhir ini scbagai mterprefasxhaklm(blsapenafsuan ekstensif




Voz o4+ Desemf}erm R

i mengalamatkan Narma hukum hams sampal kepada yang dlalamatkan (yang
- diperintah), Kadangkala norma hukum lebih dad perintah karena yang diberi
“perintah mengharapkang di samping taat atas perintah, juga mengemban :
- 5kewa} iban terhadap orang lain yangt terlibat dalam pergaulans sosial, Dari bal
o mﬁahnonna hukum sebagai perintah dapat dltap1ka31 Jadi, norma adalah norma
_ sosial yang mengarahkan diri pada perbuatan mereka yang menjadi warga.

.masyamkat tempa‘inonnahulqmbeﬂalm Secara umum orang mengatakgm_- .

- bahwa aturan-aturan hukum mengatur huhungan—hubungan perganlandan -

bagaimana antar mereka berpenlaku Norma hukum tun‘tml daﬂ kesadami _
"":hukwnparawarganya o § 3 AN E N ST

Kﬁ:a Sepakat bahwa kepamhan terhadap norma hukum leblh banyak "
paksaan daripada kepatuhan it sendiri. Jadi, orang patuh semaia-mata karena
ia dipaksa untuk 1tu, Namun demikian, kita menyadari bahwa tidak semua
norma hukum texdiri atas aturan perilaku sosial, tetapi ada jenis norma lain
yang berkaitan dengan perilaku sosial warga masyarakat hukum, misalnya norma
prosedur, norma kewenangan, norma peralihan, dan norma pengakuan, Yang
terakhir ini disebut jenis metanorma. Norma perilaku diistilahkan “primary
rules”, sedangkan untuk meta norma diistilahkan “secondaryrules”.

Ad. 3
Berkaitan dengan norma perilaku, dibedakan antara norma primer yang
memuat perintah perilaku dan norma sekunder yang menetapkan sanksi apa.
yang harus dikenakan jika norma primer dilanggar.

i bawah ini dibahas mengenai norma perilakiy dan meta norma unfuk
menghindari kesalahpahaman pembedaan antara norma primer dan norma

sekunder.

Ad. 3. a.

Perintah perilaku mewujudkan isi norma yang dapat menampilkan diri dalam

berbagat wajah. Penggolongan isi norma (pada umumnya) adalah ; |

1) perintah {gebod), adalah kewajiban umum untuk melalkukan sesuaty;

2) larangan (verbod), adalah kewajiban umum untuk fidak melakukan sesuatu;

3) pembebasan (vrijsielling, dispensast), adalah pembolehan (verlof) khusus
untuk tidak melakukan sesuatu yang secara wmum diharuskan,

4) iz {foestemming), adalah pembolehan khusus uniuk melakukan sesuatu
yang secara umum dilarang,
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E Jikaorang mempunyal kewajiban untuk tidak melakukan sesuaty, maka -

" ‘terientu dilarang, maka orang ifu juga dibebaskan dari keharusan untuk

Bahasa ?cratumn Penmdang madanga:: dan Penorm&an : R

o Empat p@nlaku d1 aias mempunyal hubungan satu sama Iam yamg juga dapa“ﬁ: =
- me; perlihatkan hubungan logikal tertentu, yakniz: = o
b __enma‘n dan 1arangan salmg mengecuahkan a‘aau-keduaaya zerdapai _
o ___pertemangan Dalam lagaka, hubungan antara kﬁduanya disebut kontraris.
e yakni hubungan dua proposisi umum atau imiversal {dua-duanya berkenaan
B dengan kewajiban umum). yang berbeda dalam kualitasnya (yang satiz
... berkenaan dengan. meiaka.lkan sesua@:u yamg lamnya berk@naan dengan S
“tidak melaloukan sesuatu). ' e
Perintzh m@ngunphkamkanm }ﬂs:a orang mcngembankewa;zbkanuntuk o
" melakukan sesuatu, maka orang tersebut juga mempunyaiizinuniuk
j_melalaﬂaanhahm Sebaliknya, larangan mengimplikasikan pembebasan,

orang tersebut juga mempunyai izin untuk tidak melakukan sesuatu itu.

Jadi, terdapat implikasi secara respeldif antara perintah den izin serfa antara
larangan dan dispensasi, artinya jika perilaku tertentu diperintalikan, maka
orang ifujuga mempunyai izin untuk h@rp@rﬂaku demikian, dan jika peniaku

* berperilalor demikian, Da}.am Eo g1ka, hubungan yang dezmkmn chsebu‘t

subalternasi yakni terdapat antara proposisi universal dan proposisi

-+ partikular (hubungan ini berkenaan dengan di satu pibak suafu kewajiban
-+-urmm dan di lain pihak suatu kebolehan khusus) yang kuaiﬁasnya sama

3

o (melakukan sesuatn dan tidak melakukan sesuatu).

Antaraizin dan dispensasi (pembebasan) tidak saling menggigit karena

- orang dapat mempunyai izin watuk melakukan sesvatu dan pada saat yang

4

- samaia dapat mempunyai izin uniuk tidak melakukan hal itu. Jika perilaku

tertentu diperbolehkan, maka terdapat kemungkinan pada waktu yang
bersamaan iajuga dibebaskan dari keharusan unfuk berperilaku demikian.
Namun tidak mungkin terjadi bahwa perilaku fertentu tidak diperbolehkan
dan orang juga tidak dibebaskan (dari keharusan) untuk berperilaku
demikian. Hubungan ini dalam logika disebut hubungan subkoniraris.

Antara perintah dan dispensasi; sepertijuga larangan dan izin, tidak dapat
berlalo bersama-sama. Bulankah orang tidak dapat mempunyai kewajiban
untuk melakukan sesuatu, sedangkan ia juga diizinkan untuk tidak
melakukan hal itu, Begitu juga orang tidak dapat mempunyai kewajiban
untuk tidak melakukan sesuaty, padahal pada saat yang sama ia juga
diperbolehkan untuk melakukan hal i, Jadi, secararespeliif antara perintah
dan dispensasi serta antara larangan dan izin terdapat perlawanan, Jika
peritaku tertentu diperiniahkan maka orang tidak dapat dibebaskan darinya,
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“dan jlka perﬂaku tertentu dllarang maka orang tidak dapat menuhkl izin
. untuk melakukan bal itu. Namun dapat terjadi bahwa berkenaan dengan
e peniaku tertentu tidak tc:rdapat penntah atan d:spensam atau tidak terdapat
Lok larangan ataum Hubungamm dalam. lchka dlsebuthubungan kon&adlkm

et KODMRATES e larangzm

oz 0 et subkontraris. - dispensasi

Ad. 3 b.

'Di sampmg n()rma pemlaku terdapa‘t kelompok besar norma yang
menenmkan sesuam berkenaan dengan norma perilaku itu sendm , yang disebut
dengan metanonna Ada 5 macam metanorma yakii :

1} - norma pengakuan (norma perilalal mana yang di dalam masyarakat hukum
- tertentu barus dipatuhi, misalnya larangan undang-undang berlalon surt);

2} norma perubahan (norma yang menetapkan bagaimana suatu norma
perilaku dapat diubal, misalnya undang-undang tentang perubahan);

3} nommakewenangan (normayang menetapikan olehsiapa dan dengan melalui
prosedur yang mana norma perilaku ditetapkan dan bagaimana norma
perilaku harus diterapkan, misalnya tentang kekuasaan kehakiman),

4y normadefinisi; dan

5} norma penilaian.

Ad. 3. c.

Norma ini hanya dapat dikemukakan suatu contoh bahwa norma perilalm
berupa larangan atau perintah merupakan norma mandiri. Dalam hal larangan
dan perintah tersebut terdapat dispensasi atav izin, maka dispensasi dan izin
adalah sebagai norma yang tidak mandiri karena sebagai penunjang norma
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. NORMANORMAHUKUM.

o normapenlaku S e . metanonna EECEE IR
~mormaprimer ()0 oo 0o normasekunder (H)
Gt i it (berkenaan norma perilaku) .

o (omasaks)

r RN

o permeh o lewigm o dipensssi

terhadapnya diarahkan untuk
tidak melakukan sesuatu

terhadapnya diarahkan untuk
melakukan sesuatu

!
norma pengakuan;
norma perubzhan;
“norma kewenangan;
norma definisi;
‘norma penilaian.
I I
hukum publik: hukum perdata:
1. pembentukan UU; 1. norma kualifikasi;
2. kehalkiman; 2. norma kewenangan;
3. pemerintahan 3. norma prosedural

N N

Ad. 4

Berkenaan dengan aturan hukum vang terdiri atas norma hukum primer
dan noma selkunder dapat muncul berbagai variasi. Norma primer dan sekunder
dapat dirumuskan secara terpisah. Norma primer dapat memuat banyak unsur
dan unsur-unsur tersebut dapat disusun secara kumulatif dan juga alternatif.

Penggunaan istilah untuk norma perintah dan farangan, juga pembebasan
dan izin, sering mengalami kesulitan dalam raenentukan diksi atan pilihan kaia.
Dalam beberapa ketentuan, sering tidak konsisten dalam penggunaannya.
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Norma hukum dmncrkapkan dala.m amran hukum dengan banyak cara
: ya.ng berbeda. Dan sudut pandangan teori hukum, ada usaha uniuk membela
_pendapat bahwa norma hukum ituadalah permtah. Norma huloum tidak hanya .
memmnkan peranan daiam hubungan antara pemben perintah dan penerima

"'norma sosaal ya.ng hldup dalam masyaraka‘t dan- para para Justlszabel

o mempeﬁautkan harapan-harapan terlepas apakah aturan hukum itu secara

- langsung ditujukan kepada mereka atau tidak. Aturan hukum harus dirumuskan
- dalam bentuk siniaksis yang tepat agar tidak memmbiﬂkan penafs;ra.n karena _
- aturan hukum akandibaca dalam optik yang berbeda. :

- Yano }atakenal selamalm adabcberapa tipologi norma, danhahm dapat
dibandmgkan dengan norma di atas. Ada tiga macam noma yang kita kenal,

yaii:

1) Norma Tingkah Laku, yang terdiri atas :

a, perintaly

b, larangan;

¢. kebolehan; dan
d. pembebasan;

2) Norma Kewenangan/Kompetensi; dan
3y Normayang Mengubah Norma,

Norma kewenangan/kompetensi, yaitu norma yang memberi status,
misalnya, norma kewenangan yang menentukan kecakapan atau kemampuan
bertindak dan norma kewenangan untuk mewakili subyek hukum (biasanya
dalam hukum keperdataan). Di samping itu, ada pula norma kelembagasn atan
organisasi, misalnya, mengenai pendirian suatu organisasi tertentu, dan
kewenangan mewakili organ pemerintah.

Norma kewenangan/kompetensi meliputi pula norma yang memberi
kewenangan untuk mengatur lebih lanjut hubungan hukum oleh subyek hukum,
misalnya, norma kewenangan yang menentukan hubungan hukum vang dapat
dilakukan oleh subyek hukum (dalam hukum keperdataan), atau norma atribusi
dan delegasi kewenangan di bidang hukum publik.

Norma yang mengubah norma, dalam peraturan perundang-undangan
telah kita kenal, misalnya, adanya undang-undang perubahan (baik sebagian
atau keseluruhan) atan undang-undang pencabutan.
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Bahasa Peraturan Pemndang—uﬁdaizgan daﬁ Penﬂrmaan .

Contoh NomangkahLalm :
.. e R e Pasail()

Set
seragam pada setxap hari kerja. dan masuk kantor, " ST s

- Frasa bergaris bawah = subyeknorma. . o0 s

Kata bercetak miring = operator norma._

Fra;_‘g bergarls ganda = ‘ghyek norma

_.emgacuan

Pengacuan dimaksudkan untuk lebih menyederhanakan penyusunan norma
yakni tanpa mengulang kembali penulisan norma atau ramusan yang diacu, tetapi
hanya menyebut perafuran, buku, bab, baglan paragraf, pasa} ayat, maupun
nnman pada pasai atau ayat. /

. Frasa yang d&gunakan untuk mengacu adalah frasa . seﬁagaimana |

dxmakgud dalam ...”. Penggunaan frasa tersebut sekadar mempermudah
mengingat dan lebih mudah merumuskan norma secara konsisten, daripada

menggxmakanﬁ‘asalmn, misalnya, “tersebut dalam”, ‘tersebut pada”, “spsuaz_

dengan”, “menurt”, “sebagaimana dimaksud pada”, “seperti dimaksud dalam
“seperti hainy ”, “seperti mendasarkan pada”, “yang mendasarkan pada”, dli
Ada beberapa peraturan yang membedakan penggunaan “pada” dan “dalam”™
untuk pengacuan yang menggunakan frasa “sebagaimana dimaksud ....”
Digunakan “pada” apabila pengacuan dilakukan untuk ayat, sedangkan “dalam”
untuk pengacuan pasal dengan alasan bahwa pengacuan ayat dengan
menggunakan “pada” diartikan uniuk lingkup lebih sempit dibanding substansi
pasal.

Jika pengacuan dilakukan lebih dari satu peraturan, buku, bab, bagian,
paragraf, pasal, ayat, maupun rincian pada pasal atau ayat, maka pengacuan
tersebut harus secara satu persatu disebutkan, walaupun yang diacu tersebut
berurutan angkanya,

Conioh : (4) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan

Pasal 8 berlalm selama jangka waktu 60 (enam puluh) hari.
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-. H Pemggunaan Kata atau Frasa Bahasa Asing

-Kesulitan mencari padanan (yang pas) dalam bahasa Indonesia untuk suatu
kata atau frasa bahasa asing karena sifatnya yang sangat teknis yang harus
dituangkan dalam peraturan diperbolehkan dengan syarat bahwa penyerapan
tersebut disesuaikan dengan ejaan kaidah bahasa Indonesia baku. g

Dalam hal diterukan padanan kata bahasa Indonesia atas suatu kata étaﬁ _

“irasa bahasa asing, namun padanan tersebut masth kurang pas, dlperbsiehkan
untik menempatkan kata atau frasa asing atau bahasa Indonesia tersebut

" diletakkan di antara tanda baca kumng ( ) vang dltempatkan dalam Penj e];asan
Pasal, contoh - o

a’ 'pez"iurunan m}ax uang (devaluast); atau devaltuasi {penurunan nilai uang) _
b. devisa (alat pembayaran luar negeri); atau alat pembayaran luar negen'

- (dev;sa) '
c.  penggabungan (merger)

Kata atau fiasa bahasa asing dapat ditemipatkan dalam substansi, namun
di dalam Penjelasan Pasal dijelaskan arti kata yang bersanglkutan, misalnya,
“Merger dapat dilakukan ...” Penj elasan : Yang dimaksud dengan “mergar”
dalam ketenman ini adaiah ..

Penyempan kata atau frasa bahasa asing yang banyak digunakan dan
telah disesnaikan dengan ejaan bahasa baku dapat digunakan jika kata atan
frasa tersebut :

a. - mempunyai konotasi yang cocok;

b. lebihsingkatjika dibandingkan dengan padanannya dalam bahasa Indo-
nesia;

¢. mempunyai corak internasional;

d. lebih mempermudah tercapainya kesepakatan; atau

e. lebihmudahdipahami daripada terjemahannya dalam bahasa Indonesia.

12, Penggunaan kata “Peraturan” dan “Keputusan”

Orang sering bertanya, apa perbedaan istilah keputusan dan peraturan?
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti keputusan adalah perihal yang
berkaitan dengan putusan; atav segala putusan yang telah diteiapkan setelah
hal tersebut dipertimbangkan dan dipikirkan. Di dalam ilmu perundang-
undangan, keputusan adalah peribal putusan sebagai hasil tindakan pejabat
yang berwenang dalam ranghka menentukan atan menetapkan kebijakan tertentu
yang diinginkan, termasuk mengangkat atau memberhentikan pejabat di
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Bai}asa Perann‘an Pemﬁdang mdangan dan Penomaan o

'imgkungannya Kepumsan untuk mengangkat atau’ memberhenﬂkan pe_}abat . i

tertentu sering orang menyeblzt sebagal penetapan (beschzk?{mg) Istzlah putusan -
jugat teiah dikenal dalam dunia peradilan yang dikenal dengan vonis yakni:

pemyataan ‘hakim: yang dmcapkan dalam szﬁang pengadlian ‘terbukauntuk

 menentukan terdakwa atau fergugat bersalah atau tidak. Yang terakl:ur ini buLan

hng,kup pembahasan daiam :dmu penmdang-—undangan

Kepumsan pe_} abat yang saiama ini kita pa.harm terdm "dari Z keluaranz o

o yakm keputusan yang ‘berupa: pengaturan dan keputusan yang. ‘berupa

" penetapan. ‘Pemahaman ini dicetuskan oleh Prof. Dr. A Hamid SAttaermf e

- untuk menghindari istilah “peraturan” (sebagzu noraenkiatur tersendm) yang

- dalam perjalanan sejarah permzh disalahgunakan sebagai produk kebijakan

yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan di atasnya (baca

beberapa Peraturan Presxden mhun 1959—an yang sebag1an teiah dmyatakan
tldakbeﬂaku) o™ 4

Keputusan yang bempa pengatumn dan penetapan dﬂzhat dari format
dan isi atat substansi keduanya memang berbeda (contoh terlampir). Penetapan
pada dasarnya tidak termasuk dalam lingkup peraturan perundang-undangan
dalam arti bahwa ist atau substansi keputusan yang dikeluarkan pejabat tidak
mengikat umum, tetapi mengikat individu atau kelompolk tertentudi lingkungan
pejabat yang mengeluarkan kep};tus_an tcrs:ebut (itupun berlaku hanya sekali
dan hanya pada saat itu saja). Sekali lagi, pengikatan individu dan kelompok
tertentu tersebut menumjukkan bahwa keputusan tersebut tidak mengikat umum.
Dengan demikian, pengertian kata “umum” sudah jelas dari gambaran tersebut
yakni siapa saja di luar lingkungan kelompok tertentu.

Pembahasan selanjutnya dibatasi pada keputusan yang berupa pengaturan
yang dalam RUU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ielah
diputuskan bahwa keputusan yang berupa pengaturan disebut “peraturan”
sebagai nomenklatur unfuk membedakan “keputusan”. Dengan demikian, yang
kita kenal selama ini dengan Keputusan Presiden, Keputusan Menteri,
Keputusan Gubernur, Keputusan Bupati/Walikota berubah menjadi Peraturan
Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Guberaur, Peraturan Bupati/Walikoia.

Sebagai salah satu instrumen hukum, keberadaan peraturan (peraturan
menier, peraturan gubernur, peraturan bupati/walikota) masih sangat diperlukan
dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan di atasiya yang
secara jelas mendelegasikan, Bagaimans jika pendelegasian tersebut tidak jelas
atau sama sekali tidak ada delegasian dari peratiwan di atasnya, tetapi menteri/
gubernur/bupati/walikota memerlukan pengaturan? Kemandirian menter/
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| _ gubemur/bupaﬁ/ Waiﬂcota untuk men g@luarkan suatu peraturan a‘tas dasar suam

. _kabgakan bukan atas dasar: pembeﬂan kewenangan mengatur (deiegasz) dan

- peraturan di aaasnya, dalam prakiik penyelenggazaan pemerintahan selamaini

L diperbolehkan. Tindakan menten/gubemm/bupaﬂ/walﬁcota untuk mengeiuazkan-

: peramrantemebutdléasarkan padatertib penyeienggazaanpemenntahanyang _

- diinginkan dalam rangka mempermudah peiaksanaan admimstrasl -. tau
k@p@nﬂngan prosedural la_mny& . . _

Pasal 7

( 7 ) Jems dan hiemrkz Peratz:ran Perzmdang—undangan aa’alah sebaga: berzkz:z‘
Undang-Undang Dasar Negora Republik Indonesia Tahun 1945; . .
Undang~Undang/Pemiz:mn Pemermmh Penggzmt: Undaﬂg- Undang,

" Peraturan Pemeriniah; 5

wPeraturan Presiden; .. 0 -

* Peraturan Daerah. - ..

's% DR

(2} _Peratumn Daerah sebagazmana drmaksz;d pada avai (1) ﬁmmf e mehpm
 a. . Peraturan Daerah provinsi dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah
. provinsi bersama dengan gubernur;
" b, Peraturan Daerah kabupaten/kota dibuat oleh dewan perwakdzm ralg/at
5 daerah kabupaten/kota bersama bupatifwalikota;
¢ Peraturan Desa/peraturan yang sefingkat, dibuat oleh badan peﬂyaisz!an
" desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya. .

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cora pembuatan Peraturan Desa/peraturan
yang seiingkat diatur dengan Peraturan Daeran kabupaten/kota yang
bersanghutan.

(4) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayaa‘
(1), diakui keberadaannya dar mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang
~ diperintahkan oleh Peraturar Perundang-undangon yang lebih tinggi. ‘

(3} EKekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan adaleh sesuai dengan hierarki
sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Penjelasan Pasal 7
Avar (1)
Cukup jelas.
Avar (2)
Hurufa
Termasuk dalam jenis Peraturan Daerah Provinsi adolah Qanun
yang berlaku di Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam don
Perdasus serta Perdasi yang berlaku di Provinsi Papua,
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* . Bahasa Peraturan Perundang-undangan dan Penormazn -

: Humfb S Lt
o Cukz:p _;elas .
Hurzgfc ' :
Cukup Jela,s
Ayaa‘ (3) ------ e
C’ukupjelas

. | Aya@‘ ().

"anram lain, peraturan - yang dikeluarken ' oleh Majelzs RS
S Perp musyawamian Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
o Perwalkilan Daerahy Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan
Pemeriksa Keuangan, Bam‘% Indanesia, menteri, kepala badan,
lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk cleh. undangn
undang aiau pemeriniah atas perinich undong-undang, dewaon
perwakilan rakyat daerah provinsi, gubernur, dewan perwakilan rakyat
daerah kabupaten/kora, bupatifwalikotn, kepala desa aiau yang
setingkat. . - :
Ayat {5) : '
Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "h:emrﬁ:i " adalah
penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundoang-undangan yang
didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang
lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-
undangan yang lebih tinggi..

Materi muatan Peratumn Men‘een adalah maten yang dipermtahkan
Peraturan Pemerintah unfuk melaksanakan Undang-undang, Peraturan
Pemerintah, atan Peraturan Presiden, Demikian pula petaturan gubemur/bupati/
walikota adalah materi yang diperintahkan oleh peraturan di atasnya. |

RUU tentang Perabentukan Peraturan Perundang-undangan pada dasarnya
melaksanakan amanat Ketetapan MPR-RI Nomor I/MPR/2003 tentang
Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan
Tahun 2002 (Tap MPR). Pasal 4 angka 4 Tap MPR. tersebut menentukan
bahwa Tap MPR Nomor II/MPR/2060 tentang Sumber Hukum dan Tata
Urutan Peraturan Perundang-undangan tetap berlaku sampai dengan
terbenfuknya undang-undang. Secara tersirat Tap MPR tersebut
mengamanatkan dibentuknya suatu undang-undang untuk menentukan tata
uruian peraturan perundang-undangan, termasuk pula pengaturan mengenai
tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan,

&S
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- 13 Prmsn@ dan Asas Pembenmkan ?emtuma Menterﬂ@ubemw/
BupaWammta o e

- Jikamenteri mgmmenuangkankemjakanda.am suatu Pemmran Menten/

gubemur/bupaﬂ!wahkota maka yang perlu diperhatikan adalah prinsip

S pembcnan delegasian pengamran dari peraturan pemndang-undangan di

o aiasnya. Yang harus diperhatakan adalah lingkup pengaturan yang dxpenntahkah
- agar pengaturann ,fa nda}; melebar melampam kewenangan yang dlbenkan

Pnns1p tersebut d1 atas dapat dgadlkan asasaiau patokan c%alam manyusun

o Peramran Mentem, d; sampmg juga asas-asas lain yang secara umum telah

. dianiit oleh beberapa negaxa, tennasuk Indonesza, mlsainya (dlambll se%aglan
danbuku Van dethes) :

i _asas tujuan yang jeias
" asas organ atau lembaga yang tepat;
asas perlunya peraturan;
asas dapat dilaksanakan;
. ‘@sas periakuanyang sama dalam hukum;
'_asas kepastian hulkum; dan :
asas tentang terminologi dan sistematika yang benar,

Di dalam Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan dlsebutkan dalam Pasal 5 sebagai berikut:

- Pasal 5

Dalam membentuk Pemturan Perundang—undangan harus berdasarkan pada asas
Pembentukan Peraturan Perundang-undangon yang baik yang meliputi:

kejelasan tujuan;

~kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;

kesesuaian antara jenis dan materi muatan;

dapat dilaksanakan;

kedayagunaan dan kehasilgunaan;

kejelasan rumusan; dan

keterbukaan.

ﬂWMﬁwww
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Di samping asas-asas di atas, dalam membentuk peraturan perundang-
undangan harus diperhatikan mengenai materi muatan yang akan dituangkan
dalam peraturan tersebut. Setiap jenis peraturan perundang-undangan
mempunyai materi muatan tersendiri yang biasanya didasarkan pada peraturan
perundang-undangan di atasnya. Di dalam Pasal 6 Undang-Undang tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ditentukan sebagai berikat:
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Bahasa Peramraa Perundang-undangan dan Pena'rmaa'_:i_ :

“Pasal 6.

( 1 ) : Marerz Muaian Peraturan Pemndang—undangan mengandung asas ;
" pengayoman; . . -
b e_manuszaan
¢ kebangsaan, -
A f:-ke&eluargaan
~kenusantaracn;
hinneka. tunggal fhay
¢ keadilan:. RETRUROE N
. kesemacn kedudakan dalam hukum dcm pemermtakan _
'5"ketertiban dan !tepastmn hukum; -danfatan, g - '
SERN) ikesezmbangan keseraszan dan keselarasan '

(’2’) Selam ‘dgsas’ sebaammana dimalksud pada ayat (1), Peraturan Perandang-. "

undangan tertentu dapat berisi osas lain sesuai dengan bidang kzzkum peraturan LN
perundang—undangan yang bersaﬂgkutan - '

. Selam prmsap dan asas d1 atas, daiam membentuk Peraturan Menten/ 3

' Gubemur/BupahﬂNahkota pexudiperhatikan landasan yuridis yang jelas karena
tanpa landasan atau dasar yuridis yang jelas, Peratiman Menteri/Gubernur/Bupati/
Walikota tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukurn. Den gan demikian,
Peraturan Menteri yang dibentuk harus dapat menunjulkkan dasar hukum apa
yang dijadikan landasan pembentukannya. Makna tata uritan peraturan
perundang-undangan terkait dengan dasar yuridis pembentukan Peraturan
Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota dalam arti bahwa hanya peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi atau yang sederajat dapat dijadikan
landasan atau dasar yuridisnya. Dengan demikian, Peraturan Dasrah fidak dapat
dijadikan dasar pembentukan Peraturan Menteri. Di dalam Undang- -Undang
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dissbutkan mengenai tata
urutan atau hierarki peratiwan perundang-undangan yang kekuatan hukumnya
sesuai dengan hierarki urutannya. (lihat Pasal 7 di atas):

Dalam pembentukan Peraturan Menterx/Gubemur/Bupaﬁ/Wahkota
berlaku prinsip bahwa peraturan yang sederajat atau lebih tinggi dapat
menghapuskan atan mencabut peraturan yang sederajat atan yang lebihrendah.
Dalam hal peraturan yang sederajat bertentangan dengan peraturan sederajat
lainnya (dalam arti sgjenis), maka berlaku peraturan yang terbaru dan peraturan
yang lama dianggap telah dikesampingkan (Jex posterior derogat ‘priori), Dalam
hal peraturen yang lebih tinggi tingkatnya bertentangan dengan peraturan yang
lebih rendah, maka berlaku peraturan yang lebih tinggi tingkatannya. Jika
peraturan yang mengatur hal yang merupakan kekhususan dari hal yang nmum
{dalam arti sejenis) yang diatur oleh peraturan yang sederajai, maka berlaku
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* peraturan yang mengatur hal khusus tersebut (Jex specialis derogar lex gew-
“eralis). Pembentuk peraturan perlu bersepakat bahwa lex posterior derogot
prioridanlex specialis deroguot lex generalis didasarkan pada hal yang sej enis,
 dalam arti bahwa bidang hukum yang mengatur sumber daya alam, misalnya,
‘tidak boleh mengesampingkan bidang hukum perpajakan. Yang dapa;,

‘mengesampinglan bidang hukum perpajakan tersebut adalah bidang hulum

. perpajakan lainnya yang ditentukan kemudian dalam peraturan. Dengan

. . demikian, pembentuk peraturan (perancang) dituntut untuk selalu melakukan
_ - tugas pengharmonisan dan sinkronisas dcngan peratutan yang ada dan/ata.u
3 terkau: pada. Waktu enyusun p@mturan '

. Yang penting untuk dipahami oleh pﬂnbenmk peraturan adalah mengenal
matem muatan peraturan, Materi muatan terkait erat dengan jenis peraturan
perundang-undangan dan terkait dengan pendelegasian pengaturan. Selain
terkait dengan jenis dan delegasian, materi musatan terkait dengan cara
merumuskan norma. Perumusan norma Peraturan Menteri/Gubermur/Bupati/
Walikota harus ditujukean langsung kepada pengaturan lingkup bidang tugas
Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota yang berasal dari delegasian dari peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya tetap pula memperhatikan
peraturan perundang-undangan lainoya yang lebih tinggi tingkatannya.,

14, Implementasi Peraturan Menferi/Gubernur/Bupati/Walikota

‘Orang jangan diberikan kesan oleh pembentuk Peraturan Menteri/
Gubernur/Bupati/Walikota bahwa pembentuknya senang dengan kuantitag
Peraturan Menteri/Gubernur/Bupati/ Walikota yang dihasilkan, namun Peraturan
Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota tersebut sama sekali tidak dapat
dilaksanakan, Asas dapat dilaksanakennya Peraturan Menteri/Gubermin/Bupat/
Walikota (lihat asas di atas} terkait dengan kesiapan departemen/dinas secara
nyata untuk melaksanskan Peraturan Menteri/Gubernu/Bupati/Walikota yang
dibenhukmya. Jangan sampai terjadi bahwa keinginan membentuk Peraturan
Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota hanya didasarkan pada nilai kuantitas yang
dihasilkan sebagai keinginan untuk selaly melakukan terfib perkantoran dan
tertib administrasi seria tertib lainnya yang sebetulnya tidak perlu, melainkan
bagaimana Peraturan Menterl/Gubernur/Bupati/Walikota terssbut dilaksanakan
dan sekaligus ditegakkan.

Pada saat Menteri/Gubernur/Bupati/ Walikota mempunyai keinginan untuk
mengahr sesuziu ke dalam Peraturan Menter)/Gubermnur/Bupati/Walikota, maka
hai pokok yang diperhatikan adalah sumber daya manusia (aparatur) (SDM)
dan sumber dana yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Menteri/
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Eaizasa Peramran Perundangmﬁdangan dan Pcnorma:an o

L _Gubemur/BupaWalﬂcotatersebutharustersedla atauyakmakandlsediakan :
Jika belum, maka pembentukan Peraturan Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota
- ditundadulu ataujﬁcaRancanganPeraﬁIran Menterl/Gubermu/Bupati/ Walikota
- telah d}pemiapkan, maka pembahasannya yang ditunda. Kebutuhan dana
. biasanyaterkait denganpenoamranmengenax pengadaanteimologx canggihf :

‘dalam mempennudah penyelenggaraan administiasi sebagal suatu kebljakan :

o Menten/Gubemur/BupaWahko‘ta Kebtmﬂmn pengaturan tidak bisa ditunda o

- :daiamhaipengammn‘{arsebutmamang secara nyata dxpermtah}qan 1angsung i
e '_e)iehpe" 'ta;randlatasnya . 8

e , Peraturan M@nten/@ubemur/BupaufWahkota adalah Mentem/
GubammfﬁupawWalﬂ(eta dan jajarannyadalam rangka menegakkan Peraturan
Menteri tersebut. Hal ini terkait pula dengan SDM yang disediakan Departemeny/
Dinas, baik kuantitas mavpun kualitasnya. Keinginan menegaldcan Peraturan
Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota terkait dengan prinsip good governance
yang pada saatini selalu diharapkan oleh masyarakat untuk segera dzwu; udkan,
terutama dalam memberantas KXM. Dengan demllaam asas organyang tepat
dalam melaksanakan Peraturan Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota perlu
mendapat pernatian pembentuk Peraturan Mentm/ Gub@mur@upa&/Wahkoﬁa

Di samping tersedianya SDM, pencvai‘:uran yang adil dan pengamran yang
nondiskriminasi merupakan salah satu kemudahan dilaksanakaonya suatu
Peraturan Menteri/Gubernur/Bupaty/ Walikota Jadi setiap membentuk Peraturan
Menteri/Gubermu/Bupati/Walikota, hak asasi manusia yang ditentulan dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia harus selalu menjadi
acuan Peraturan Menteri/Gubermur/Bupati/Walikota, Pembedaan perlakuan
terhadap pegawai yang didasarkan pada suku, ras, status, gender, dan agama
misalnya, justru akan menimbulkan kontra aksi terhadap Peraturan Menteri/
Gubernur/Bupati/Walikota vang dibentuk. Peraturan Menteri yang dibentuk
harus dapai mengayomi semua pegawai dan masyarakat yang memerhukan
pelayanan yang heterogen sifamya dengan cara mengadakan suatu nonma-nonma
pengecualian yang baik tanpa merugikan semua pihak, baik yang mayoritas
maupln yang minoritast
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